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Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak mw_
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran “dan
diperbolehkan untuk mangikuti ujian persamzan Madrasah Negert.
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062095.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SIDOREJO

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MONITA HANDAYANI,SH., M.KN |, sesuai
salinan Akta Nomor 20 Tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat oleh MONITA
HANDAYANI,SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SIDOREJO disingkat Ml SALAFIYAH SIDOREJO
tanggal 08 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016060833101635 telah
sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH
SIDORE]JO disingkat Ml SALAFIYAH SIDOREJO;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MADRASAH |BTIDAIYAH SALAFIYAH SIDOREJO disingkat MI
SALAFIYAH SIDOREJO
Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal
06 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris MONITA HANDAYANI,SH., M.KN yang
berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
*
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DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2016




